
BUPATI KAPUAS HULU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR 56 TAHUN 2017 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KAPUAS HULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI KAPUAS HULU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 
ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 
Hulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan 
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas 
Hulu; 

Menimbang L Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peraturan 
Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

1 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional; 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu; 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
KAPUAS HULU. 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu. 

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 



9. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah 
untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah 
yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar 
penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, 
tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD. 

10. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam hal Pemerintah 
Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan 
dan Anggota DPRD dan uang tersebut diberikan terhitung mulai 
tanggal pengucapan sumpah/janji . 

11. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap 
bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam hal 
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas 
jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Pasal 2 

(1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan 
dan Anggota DPRD dimaksud sebagai implementasi dari 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang akan dijadikan 
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi 
Sekretariat DPRD. 

(2) Tujuan dari pelaksanaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan 
Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah agar 
dapat dilaksanakan lebih efektif, efisiensi, akuntabel dan 
memenuhi asas kepatutan dan kewajaran. 

Pasal 3 

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana yang akan 
dialokasikan serta dilaksanakan pada setiap kegiatan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien 
dan efektif, maka harus dipatuhi dan dijalankan norma-norma: 

a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. membebaskan diri dari praktek korupsi kolupsi nepotisme; 
c. menjujung tinggi prinsip dasar efisien, efektif terbuka dan 

bersaing, transparansi, adil dan akuntabel; 
d. menghormati kebijakan umum pemerintah; 
e. menjunjung tinggi etika dengan tertib dan operasional; dan 
f. menjunjung tinggi demokrasi. 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini adalah pengaturan Tunjangan Perumahan dan 
Tunjangan Transportasi sebagai belanja kegiatan DPRD. 

BAB I I 

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN 

Paragraf 1 

Rumah Negara dan Perlengkapannya 

Pasal 5 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan 
DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi 
anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada APBD. 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, 
rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam 
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) 
bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah 
negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam 
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) 
bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

(7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah. 



Pasal 6 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat 
disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau 
diubah status hukumnya. 

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), kepada yang 
bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan. 

(2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan Tunjangan perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Anggota DPRD 
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai 
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama 
hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan. 

(4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya 
menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama 
tidak diberikan Tunjangan Perumahan. 

Pasal 8 

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 serta Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
secara bersamaan. 

Pasal 9 

(1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar 
luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai 
dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk 
standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak 
termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. 
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(3) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 
tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan 
dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 

(4) Bagi Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan 
sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan. 

(5) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 

Belanja Rumah Tangga 

Pasal 10 

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga 
Pimpinan DPRD. 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam 
program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan 
kemampuan anggaran. 

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah 
negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah 
tangga. 

(5) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Bupati tersendiri. 

Paragraf 3 

Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi 

Pasal 11 

(1) Kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD 
sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pemakaian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu. 
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(4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, 
kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan 
baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan 
sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas 
jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah. 

Pasal 12 

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, 
dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, kepada yang bersangkutan dapat 
diberikan Tunjangan Transportasi. 

(2) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

(3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

Pasal 14 

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
serta Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara 
bersamaan. 

Pasal 15 

(1) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai 
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku 
untuk kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional 
kendaraan dinas jabatan. 
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(3) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD 
tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan 
dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 

(4) Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan 
sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi. 

(5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II I 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan 
dan administratif berupa uang representasi, uang paket, 
tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan 
jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam ha l Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 
(tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan 
DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang 
dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan 
terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 34 ), sepanjang 
mengatur mengenai Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putusibau 

pada tanggal 4 September 2017 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 5 September 2017. 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 
NOMOR 56 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 56 TAHUN 2017 
TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS HULU 

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

NOMOR KEDUDUKAN BESARAN TUNJANGAN 
PERUMAHAN PER BULAN 

1. KETUA RplO.500.000,00 

2. WAKIL KETUA RplO.000.000,00 

3. ANGGOTA Rp9.500.000,00 

BUPATI KAPUAS HULU, 

A. M. NASIR 



LAMPIRAN I I 
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 56 TAHUN 2017 
TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS HULU 

TUNJANGAN TRANSPORASI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

NOMOR KEDUDUKAN BESARAN TUNJANGAN 
TRANSPORASI PER BULAN 

1. ANGGOTA Rp9.000.000,00 

BUPATI KAPUAS HULU, 


